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TAMAN NASIONAL BARU

TN Zamrud (Riau), TN Gunung Maras (Babel), 

TN Gandang Dewata (Sulbar).

KAWASAN KONSERVASI DI INDONESIA

DATA DIREKTORAT PIKA

Hutan Lindung

Hutan Produksi

Hutan Konservasi

STATUS INTERNASIONAL KAWASAN KONSERVASI 

APL



KONDISI SEKITAR KAWASAN KONSERVASI

100.000 Ha

ZONA PEMANFAATAN 
TRADISIONAL DI KK

DATA DIREKTORAT KAWASAN KONSERVASI (BDP) Landscape merapi merbabu

5.860 desa
DESA SEKITAR KAWASAN 

KONSERVASI



PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Ekologi

Ekonomi

Sosbud



with the world’s population 
projected to explode from 7,5 
Billion to 9,7 billion by 2050, 

farmers will need to increase food 
production by 70%

Scientific American, Hal 63 Agustus 2017



Kebijakan Pro Rakyat di KSA/KPA :
1. Pasal 49 PP.108/2015 Tentang Revisi PP.28/2011 tentang Pengelolaan KSA 

dan KPA (mengatur tentang desa konservasi, akses HHBK, fasilitasi 
kemitraan, Izin Jasa Wisata alam) kepada masyarakat.

2. Permen LHK nomor P.43/Menlhk/Setjen/2017 tentang Pemberdayaan 
Masyarakat di sekitar KSA dan KPA (penjabaran pengaturan desa konservasi, 
akses HHBK, fasilitasi kemitraan, pondok wisata dan Izin Jasa Wisata alam).

3. Permenhut No P.64/Menhut-II/2014, tentang Pemanfaatan air dimana untuk 
mikro hidro dan mini hidro non komersial diperuntukan untuk masyarakat.

4. Permenhut No P.48/Menhut-II/2010, Keberpihakan kepada pelaku usaha 
jasa wisata alam bagi masyarakat setempat.

5. Permenhut P.85/Menhut-II/2014 jo.Permen LHK Nomor P.44/Menlhk/ 
Setjen/2017, tentang kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA -mengatur 
antara lain peran penguatan fungsi oleh masyarakat dan kemitraan 
konservasi.

6. Permen LHK No P.83/2016, tentang Perhutanan Sosial.



Rencana Penyiapan Perdirjen KSDAE tentang 
Fasilitasi dan Kemitraan KSA/KPA dengan 
masyarakat, mempertimbangkan prinsip-prinsip: 

1. Masyarakat sebagai subyek dan pelaku utama.

2. Menyelesaikan masalah dan pengembangan potensi 
dialog dan kesepakatan.

3. Kepastian Hukum dan kepastian berusaha.

4. Proses sederhana applicable, dueable, dan menegeable.

5. Fasilitasi dan Pendampingan dengan prinsip saling 
menghargai, saling percaya dan saling menguntungkan.

6. Mendorong dukungan para pihak dan pengembangan
model kelola KSA/KPA dan pengembangan kewirausahaan 
berbasis masyarakat



Masalah :

• Keterlanjuran perambahan di kawasan konservasi 
oleh masyarakat setempat karena faktor 
kemiskinan/subsisten, yang tidak dapat 
diselesaikan secara rasional.

• Tingginya tingkat ketergantungan masyarakat
kepada jasa lingkungan, HHBK, religi dan budaya.

• Perburuan dan perdagangan TSL illegal.

• Penegakan hukum hanya diprioritaskan bagi
tokoh intelektual dan pemodal.





ROLE MODEL
(LEGACY)

“Ditargetkan akhir 
2018, setiap UPT 

mengerjakan satu Role 
Model dalam 

menyelesaikan 
masalah atau 

mengembangkan 
potensi.”



RESPON KSDAE PADA PEMBANGUNAN WILAYAH

Ekowisata berbasis masyarakat oleh Lembaga 
Pariwisata Tangkahan (LPT) TN Gunung Leuseur



HASIL KONKRIT KERJA LAPANGAN



HASIL KONKRIT KERJA LAPANGAN



PRINSIP KERJA

1. Kepemimpinan yang kuat dan berpihak terhadap 
lapangan pada seluruh level kepemimpinan : Jakarta – BB 
– Bidang Wilayah – Seksi – Resort.

2. Konsisten, persisten, dan endurance.

3. Multidiscipliner dan dukungan tim kerja yang kuat.

4. Dukungan sumber daya yang cukup.

5. Berbasis Science, faktual, tidak dipalsu.

6. Membangun dukungan para pihak.

7. Learning Organization.



TEORI “U”

Otto Scharmer



RBM dan Situation Room akan di kembangkan di seluruh UPT

SITUATION ROOM KONSERVASI 



FOREST IS NOT (ONLY) ABOUT TREES. IT’S 
ABOUT PEOPLE. AND IT’S ABOUT TREES AS 
LONG AS TREES CAN SERVE THE NEEDS OF 
THE PEOPLE.
(JACK WESTOBY, 1967)


